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ABSTRACT 

The Yogyakarta City Government has land assets which need to be secured. 

The form of asset security is physical, administrative and legal control activities. 

Physical security protects assets by fencing, administrative security is an inventory 

activity of ownership documents, and legal security is an activity to protect assets 

through a certification process. The Yogyakarta City Government will collaborate 

in 2021 with BPN to secure land assets by legalizing land assets which is valid for 

60 months or 5 years. In implementing this program from 2021 to 2023, there are 

still land assets that have not been legalized.  

This research aims to find out a clear picture of the progress, problems, 

solutions and impacts of the legalization of land assets of the Yogyakarta City 

Regional Government. The method used is descriptive qualitative through 

interviews and document study. The qualitative data used is the result of interviews 

and document studies regarding progress, problems, solutions and impacts of the 

legalization of land assets by the Yogyakarta City government. 

Based on the research results, legalization has not been fully carried out, 

but with cooperation, as many as 771 land assets have been legalized out of a total 

of 1,061 land assets, the remaining 290 have not been legalized. Of the 290 assets 

that have not yet been certified, 170 assets are in the process of being issued and 

the remaining 120 have not yet been registered. The problems are that database 

recording is incomplete, land plot validation problems, physical security is not 

good, documents are incomplete, and there is no asset management information 

system. The solution is a complete database, optimizing the implementation of land 

parcel validation, tighter physical security, and reviewing documents, as well as 

creating an asset management information system. The impact is increasing PAD, 

optimizing utilization, orderly land administration, and ensuring legal certainty 

and reducing land disputes. 

Keywords: Progress, Problems, Solutions, Impact, Legalization of Regional 

Government Land Assets  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 

ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalam-Nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Atas dasar bunyi pasal tersebut menjadi landasan hukum 

yang penting bagi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam salah satunya 

adalah tanah. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa kekayaan alam yang 

terkandung didalam-Nya itu ada pada tingkatan tertinggi yang dikuasai oleh 

negara. Hal ini berarti tingkatan tertinggi atas penguasaan bumi dipegang oleh 

negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat secara keseluruhan. Hak 

menguasai dari negara tersebut dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra 

dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional. Atas dasar ini pemerintah daerah 

memiliki hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, hak ini disebut Hak 

Pakai. Menurut Pasal 41 UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu 

yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 

Pemerintah daerah memiliki Barang Milik Daerah, menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 angka 2 Barang Milik Daerah atau 

disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. BMD tersebut seperti: tanah, bangunan, jalan dan sarana 

prasarana lainnya. Untuk memastikan BMD digunakan dan dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengelolaan barang milik 
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daerah. Pengelolaan BMD terdiri dari: perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Menurut Putri & Musyarofah (2024), tindakan yang dilakukan untuk 

pengelolaan aset milik pemerintah daerah melibatkan pengendalian fisik, 

administratif, serta upaya hukum untuk mencegah penurunan fungsi, 

penurunan jumlah, barang, dan kerusakan pada barang. Pengamanan fisik 

melibatkan langkah-langkah untuk melindungi aset dari kerusakan, sementara 

pengamanan administratif melibatkan kegiatan penginventarisasian dokumen 

penting kepemilikan. Pengamanan hukum melibatkan langkah-langkah untuk 

melindungi aset dengan melakukan proses sertipikasi. Kegiatan pengamanan 

tanah oleh instansi pemerintah dilakukan bersama-sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus 

didaftarkan dan disertipikatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Ini 

dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk melindung aset tanah 

pemerintah, yang merupakan upaya untuk menertibkan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (Fauzan & Siska, 2023). 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat dengan 

BPKAD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola aset daerah yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah. Peraturan terkait tugas dan kewenangan 

BPKAD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, penetapan, pembinaan dan 

pengoordinasian pengelolaan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah 

dan aset daerah. BPKAD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya 

mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan 

Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan 
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pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Kebijakan ini menjadi 

dasar bagi pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang mana BPKAD memiliki 

peran untuk pengelolaan barang daerah tersebut. 

Dalam melakukan pengelolaan aset daerah khususnya pengelolaan untuk 

legalisasi aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan dalam prosesnya. Menurut Sugiasih (2021: 131), data yang 

berkaitan dengan bukti penguasaan tanah, penggunaan tanah, luas tanah, 

lokasi/letak tanah, dan keterangan lain yang diperlukan akan diperoleh melalui 

inventarisasi dan pendataan tanah. Data terkait sengketa tanah, tanah dikuasai 

pihak lain, atau sedang dalam proses legalisasi di BPN dapat diketahui melalui 

kegiatan inventarisasi dan pendataan tanah. Inventarisasi yang belum optimal 

seringkali mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang pada akhirnya 

menghambat proses pensertipikatan tanah. Secara umum, permasalahan-

permasalahan tanah instansi pemerintah yaitu: Pencatatan atau basis data tanah 

instansi pemerintah belum lengkap dan akurat, banyaknya bidang-bidang tanah 

pemerintah yang belum terdaftar dan tanah yang dikuasai tidak didukung 

dokumen kepemilikan. Identifikasi permasalahan ini untuk merumuskan solusi 

yang sesuai dan meningkatkan efektivitas legalisasi aset tanah. 

Untuk memperjelas pelaksanaan legalisasi, Menteri Keuangan  dan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Bersama Nomor: 186/PMK.06/2009, Nomor: 24 Tahun 2009 tentang 

Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Pemerintah Kota 

Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki kekayaan warisan budaya, sejarah 

dan seni serta memiliki aset tanah yang melimpah dengan berbagai nilai 

historis dan ekonomis. Aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta 

berdasarkan data KIB A BPKAD Kota Yogyakarta Desember 2023 yaitu 

memiliki 1.055 bidang tanah aset, sebanyak 771 aset telah disertipikatkan, 

sedangkan sebanyak 284 belum dilakukan sertipikasi. Sejak tahun 2021 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan 

Kota Yogyakarta untuk melaksanakan program pendaftaran tanah milik 
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pemerintah  kota, nota kesepakatan berlaku untuk jangka waktu 60 bulan 

terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan (Adminwarta, 2021). 

Menurut Qurani & Narastri (2024), aset daerah merupakan hal yang sangat 

penting dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena aset 

mempunyai nilai yang kompleks dan signifikan jika dibandingkan dengan 

komponen neraca lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk dapat 

mengelola dan memanfaatkan aset daerah dengan baik agar dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi setiap tahunnya untuk 

meningkatkan pembangunan daerah. Pemanfaatan aset tetap tanah dilakukan 

sebagai sumber dari pendapatan lain-lain yang sah dan dapat menyumbang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan aset dilakukan dengan berbagai 

macam cara seperti: sistem sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, 

bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. (Qurani & 

Narastri, 2024). 

Menurut Susiyanto (2023) legalisasi aset memiliki manfaat utama berupa 

kepastian hukum, perlindungan hukum, tertib administrasi dan pengamanan 

Barang Milik Daerah (BMD). Dengan legalisasi aset, konflik kepemilikan 

dapat berkurang dan tanah yang merupakan BMD dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk mempercepat 

legalisasi aset tanah dilakukan penggolongan terhadap bidang tanah untuk 

mengategorikan kondisi bidang tanah yang memiliki masalah dalam proses 

legalisasi aset sehingga memudahkan untuk melakukan penyelesaiannya. 

Kategori bidang tanah tersebut yaitu Clean and Clear, Not Clean but Clear, 

Clean but not Clear dan Not Clean and Not Clear. Kategori bidang tanah ini 

telah dilakukan di Makasar tahun 2023, selain melakukan penggolongan 

bidang tanah maka dilakukan juga kegiatan koordinasi dengan kantor 

pertanahan yang menjadi bagian dalam upaya tersebut. 

Sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang membahas mengenai 

proses legalisasi aset tanah yang bertujuan untuk mengamankan aset daerah, 

menganalisis permasalahan yang ada dalam proses legalisasi aset tanah dan 
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menganalisis upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses legalisasi 

aset tanah serta menganalisis dampak legalisasi aset tanah pemerintah daerah. 

Fokus beberapa kajian lebih pada aspek lainnya seperti karya Putri dan 

Musyarofah (2024) yang berfokus untuk menganalisis dan mengevaluasi 

pelaksanaan program sertipikasi properti daerah. Penelitian yang dilakukan 

Qurani dan Narastri (2024) di Kabupaten Sampang menganalisis terkait 

pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) serta mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Studi Taj 

Hanun (2023) yang dilakukan di Kabupaten Jember menyoroti strategi yang 

dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan percepatan sertipikasi aset 

tanah daerah. 

Dari uraian permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai gambaran yang jelas tentang progres, permasalahan, 

solusi dan dampak legalisasi aset tanah Pemerintah daerah Kota Yogyakarta. 

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu “Progres, 

Permasalahan, Solusi dan Dampak Legalisasi Aset Tanah Pemerintah 

Kota Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana progres legalisasi aset tanah pemerintah di Kota Yogyakarta? 

2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan legalisasi aset tanah pemerintah 

di Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menangani permasalahan dalam 

pelaksanaan legalisasi aset tanah pemerintah di Kota Yogyakarta? 

4. Bagaimana dampak dari legalisasi aset tanah pemerintah Kota Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui progres legalisasi aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta; 

2. Mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan legalisasi aset tanah 

Pemerintah Kota Yogyakarta; 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta agar aset 

tanah dapat dilakukan proses legalisasi dalam rangka mengurangi risiko 

terjadinya kehilangan aset, penyerobotan aset tanah sehingga terciptanya 

manajemen aset yang baik; 

4. Mengetahui dampak legalisasi aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat ilmiah/akademis 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan ilmu 

pengetahuan terkait legalisasi aset tanah pemerintah daerah yaitu dari 

kegiatan proses legalisasi aset tanah. Sehingga dapat menjadi referensi 

untuk penelitian yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya tentang progres, 

permasalahan, solusi dan dampak legalisasi aset tanah pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

2. Manfaat sosial 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai legalisasi aset tanah 

pemerintah daerah kepada masyarakat atau instansi terkait. Selain itu dapat 

menjadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat atau instansi terkait 

tentang pentingnya legalisasi aset tanah milik pemerintah daerah. 
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3. Manfaat praktis  

a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta  

Sebagai sarana dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait 

pengamanan aset sebagai upaya untuk pengamanan aset untuk 

mengoptimalisasi penggunaan aset tanah. 

b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan evaluasi terkait 

kegiatan legalisasi aset tanah pemerintah daerah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan perbandingan antara penelitian yang telah 

dilaksanakan dengan beberapa penelitian sejenis dan relevan terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang dibandingkan 

adalah 1) penulis, tahun penelitian dan judul penelitian, 2) metode penelitian 

3) fokus penelitian, 4) hasil penelitian dan 5) perbedaan penelitian sebelum 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tinjauan terhadap penelitian 

terdahulu dilakukan untuk menunjukkan posisi penelitian ini terhadap 

penelitian-penelitian sejenis sehingga memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan 

penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui kajian 

literatur dan penelusuran melalui internet, ditemukan beberapa penelitian 

serupa yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, yang ada pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

 No. 
a. Penulis (tahun) 

b. Judul 
Metode Hasil Perbedaan 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. a. Made Rosdiana 

Putra (2017) 

b. Problematika 

Pensertipikatan 

Tanah Aset 

Pemerintah 

Kabupaten 

Karangasem 

Provinsi Bali 

 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

 

Tanah aset Pemerintah 

masih banyak permasalahan 

terkait dokumen, sengketa 

tanah dan belum adanya 

sistem informasi 

pengelolaan aset, kurangnya 

SDM yang menguasai dan 

memahami terkait masalah 

pertanahan di bidang aset 

daerah serta peta sebaran 

aset daerah. 

Fokus penelitian untuk 

mengetahui penyebab 

tanah aset yang belum 

disertipikatkan dan 

tindakan pemerintah. 

Sedangkan penelitian 

yang diteliti mengenai 

bagaimana progres 

dalam sertipikasi aset, 

permasalahan yang 

dihadapi, solusi dan  

Bersambung…… 
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Sambungan Tabel 1  

 No. 
a. Penulis (tahun) 

b. Judul 
Metode Hasil Perbedaan 

1. 2. 3. 4. 5. 

    dampak legalisasi tanah. 

2. a. Fransiskus Samosir 

(2021) 

b. Problematika 

Pensertipikatan 

Tanah Aset 

Pemerintah Kota 

Gunungsitoli 

Provinsi Sumatera 

Utara 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Aset Pemerintah Kabupaten 

Nias pasca pemekaran 

wilayah yang termasuk 

dalam wilayah Gunungsitoli 

sebanyak 566 bidang tanah, 

94 bidang tanah sudah 

bersertipikat dan 472 belum 

bersertipikat. Kendala 

pelaksanaan pensertipikatan 

adanya pengaruh pandemi 

Covid-19, pengumpulan data 

yuridis dan data fisik. 

Strategi percepatan 

pensertipikatan tanah aset 

sudah dilakukan dengan 

melakukan perjanjian 

kerjasama. 

Fokus penelitian untuk 

pengamanan aset tanah 

milik Pemerintah 

Gunungsitoli pasca 

pemekaran wilayah dari 

Kabupaten dan dilakukan 

percepatan 

pensertipikatan dengan 

perjanjian kerjasama. 

Sedangkan penelitian 

yang diteliti mengenai 

bagaimana proses dalam 

sertipikasi aset, 

permasalahan yang 

dihadapi, solusi dan 

dampak legalisasi tanah. 

3. a. Hendra Sukarman 

& Wildan Sany 

Prasetiya (2022) 

b. Pengamanan Aset 

Berupa Tanah 

Milik Pemerintah 

Kabupaten Ciamis 

 

 

Metode 

Deskriptif 

analitis 

Peran Barang Milik Daerah 

dalam pembangunan adalah 

untuk menghasilkan 

keuntungan melalui 

beberapa kontribusi sesuai 

dengan metode pemanfaatan 

dengan memaksimalkan 

manfaat dari sumber daya 

BMD. 

Penelitian untuk mengkaji 

regulasi pengamanan 

BMD dan mekanisme 

pengamanan BMD. 

Sedangkan penelitian yang 

diteliti mengenai progres 

legalisasi aset, 

permasalahan yang 

dihadapi, solusi dan 

dampak legalisasi aset 

tanah.  

4. a. Adhelia Nanda 

Rieska Rahmadita 

(2022) 

b. Implementasi 

Pensertipikatan 

Tanah Sebagai 

Upaya 

Pengamanan 

Administrasi Aset 

Daerah di 

Kabupaten 

Mojokerto 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

induktif 

Dalam implementasi 

pensertipikatan tanah 

sebagai upaya pengamanan 

administrasi aset daerah di 

Kabupaten Mojokerto sudah 

terlaksana dengan baik, 

namun kurang dalam 

indikator kejelasan 

informasi. 

Fokus penelitian hanya 

pada implementasi 

pensertipikatan sebagai 

upaya pengamanan 

administrasi. Sedangkan 

penelitian yang diteliti 

mengenai bagaimana 

proses dalam sertipikasi 

aset, permasalahan yang 

dihadapi, solusi dan 

dampak legalisasi aset 

tanah. 

5. a. Taj Hanun 

Arsyalhaq 

Alyfarrosi (2023) 

a. Strategi kolaborasi 

antara Kantor 

Pertanahan dan 

Pemerintah daerah 

dalam peningkatan 

sertipikasi aset  

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

Adanya permasalahan 

manajemen dalam proses 

sertipikasi aset, seperti 

keterbatasan SDM pada 

setiap instansi terkait, 

persyaratan permohonan 

yang belum lengkap, serta 

permasalahan mengenai 

objek permohonan. 

Penelitian untuk 

mengetahui strategi 

dalam peningkatan 

sertipikasi aset tanah 

pemerintah. Sedangkan 

penelitian yang diteliti 

mengenai bagaimana 

proses dalam sertipikasi 

aset tanah, 

Sumber: Diolah dari berbagai pustaka, Februari 2024 
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Tabel 2. Rencana Penelitian saat ini 
a. Penulis 

b. Tahun 

c. Jenis  

Judul Metode Fokus 

1 2 3 4 

a. Khofifah 

Nur Cahyati 

b. 2024 

c. Skripsi 

 

Progres, Permasalahan, 

Solusi dan Dampak 

Legalisasi Aset Tanah 

Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

a. Mengetahui progres pelaksanaan 

legalisasi aset tanah Pemerintah 

Kota Yogyakarta 

b. Mendeskripsikan permasalahan 

dalam proses legalisasi aset tanah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

c. Mendeskripsikan solusi dalam 

mengatasi permasalahan dalam 

proses legalisasi aset tanah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

d. Mengetahui dampak dari legalisasi 

aset tanah Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

 

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, Februari 2024 

Keaslian penelitian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 

sebagaimana terlampir pada Tabel 1. terdapat beberapa permasalahan dalam 

legalisasi aset tanah yaitu kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya legalisasi 

aset tanah, kurangnya SDM yang menguasai pertanahan di bidang aset, 

permohonan legalisasi yang belum lengkap mengenai objek yang dimohon, 

masih banyaknya aset yang belum memiliki legalitas sehingga kurang 

optimalnya pemanfaatan aset. Dapat disimpulkan bahwa legalisasi aset tanah 

belum dilakukan secara keseluruhan, sehingga perlu dilakukan identifikasi 

permasalahan dan solusi dalam legalisasi aset tanah pemerintah daerah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data dengan 

wawancara dan studi dokumen. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, adapun perbedaannya yaitu: 

1. Wilayah penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta; 

2. Waktu penelitian dilakukan di tahun 2024 yang mana terdapat kemungkinan 

faktor-faktor yang mempengaruhi berbeda dengan tahun sebelumnya; 

3. Fokus penelitian untuk mengkaji dan menganalisis progres, permasalahan, 

solusi dan dampak legalisasi aset tanah pemerintah daerah. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan legalisasi aset daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota 

Yogyakarta belum seluruhnya bersertipikat. Namun dengan adanya 

kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan 

untuk percepatan legalisasi aset tanah daerah maka sebanyak 771 aset tanah 

yang sudah dilegalisasi dari total 1.061 aset tanah, sisanya 290 belum 

bersertipikat. Dari 290 aset tanah terdapat 170 aset tanah sedang dalam 

proses penerbitan status hak dan 120 sisanya belum dilakukan pendaftaran. 

2. Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan legalisasi aset tanah di 

Kota Yogyakarta yaitu: 

a. Pencatatan atau basis data barang milik daerah yang belum dicatat 

dengan lengkap dan kurang tertib serta standarisasi data yang belum 

sama pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Tanah; 

b. Permasalahan validasi bidang tanah; 

c. Pengamanan aset secara fisik yang belum baik/pemeliharaan batas; 

d. Tanah yang dikuasai tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang 

lengkap; 

e. Belum adanya sistem informasi pengelolaan aset dan peta persebaran 

aset tanah. 

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: 

a. Pembaruan dan kelengkapan Formulir Kartu Inventaris Barang (KIB) A 

Tanah; 

b. Optimalisasi pelaksanaan validasi bidang tanah; 

c. Melakukan pengamanan aset fisik lebih ketat; 

d. Peninjauan ulang pada dokumen administrasi yang belum lengkap; 

e. Pembuatan Sistem informasi pengelolaan aset dan peta persebaran aset 

tanah. 
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4. Dampak dari legalisasi aset tanah yaitu: 

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Nilai aset; 

b. Optimalisasi pemanfaatan;  

c. Tertib Administrasi pertanahan; 

d. Menjamin kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah. 

B. Saran 

Berdasarkan dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

legalisasi aset tanah di Kota Yogyakarta, saran yang penulis berikan yaitu: 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta tetap mempertahankan kinerja yang sudah 

baik dalam pelaksanaan legalisasi aset tanah melalui komunikasi, 

mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang berkaitan dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah aset. Dengan koordinasi dan komunikasi 

maka akan terjalin kerjasama yang baik dan permasalahan yang muncul 

dapat ditangani dengan baik; 

2. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melakukan pengawasan dan 

pengendalian yang lebih ketat kepada instansi yang melakukan pendaftaran 

tanah terhadap dokumen yang kurang lengkap; 

3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi 

terkait pelaksanaan legalisasi aset tanah untuk meningkatkan kesadaran 

instansi yang berkaitan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut; 

4. Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta 

melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa tanah khususnya 

dalam pencatatan basis data dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB-A) 

Tanah dan mengembangkan sistem informasi geografis yang dapat 

memantau aset dengan tampilan visual, agar memudahkan dalam 

pengelolaan dan analisis data.  
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